
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR: 
05/HK.03.1/3672/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM 

KERJA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KOTA CILEGON 

 

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-

Undang  Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang 

menyatakan Organisasi penyelenggara berkewajiban 

menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan 

pembentukan; bahwa Komisi Pemilihan Umum berkewajiban 

menyelenggarakan pelayanan publik untuk memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 

penyelenggarakan pelayanan publik;   

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 

dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Pembentukan dan 

Penetapan Tim Kerja Pengaduan Masyarakat di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon. 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Cilegon ini adalah: 

 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547); 

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);  

 

 

 

 

 

 



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, 

Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik. 

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 

:05/HK.03.1/3672/2022 Tentang Pembentukan dan Penetapan 

Tim Kerja Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Cilegon. 

 

Catatan : Keputusan KPU Kota Cilegon ini berlaku sejak ditetapkan 

tanggal 2 Juni 2022.  


